
BUPATI LUWU

PROVmSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR :58 TAHUN 2914

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS LINGKUP PEMERINTAH

KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan
peijalanan dinas dan efisiensi pembiayaan agar sesuai dengan
kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan
Peijalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup Pemerintah
Kabupaten Luwu;

b. bahwa Peijalanan Dinas sebagaimana yang diatur melalui
Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 26 Tahun 2013
tentang Peijalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup
Pemerintah Kabupaten Luwu, dianggap tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurufa dan hurufb, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

iMengingat . 1. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang D^ar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah teraldiir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kcduduketri Keuangan Kcpala Daerah dan Wakil Kepeila
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaraga Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan JL<embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri, Bagi Pejabat/
Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah
Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;



17. Peraturan Menteri Keusingan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Peijalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

20. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2005
tentang Penyesuaian Tarif Batas Atas dan Batas Baw^h
Angkutan Penumpang antara Kota Dalam Provinsi (AKDP)
Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil
Penumpang dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggarsin 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

'Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemeriritah daerah dan dewan perwakilan ral<yat daerah (DPRD) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

f3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

14. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Kepala Daerah/Wakil
Bupati.

5.Bupati adalah Bupati Luwu.
|I6.Anggota Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah

Anggota Dewan Perwakilan Ral^at Daerah Kabupaten Luwu.
ty.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

p perangkat daerali pada pemerintah daerah selaku pengguna
ajiggaran/pengguna barang.

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerahyang dibiayai dari Aggaran Pendapatem dan Belanja Daerah. ^

^ . \
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Pegawai Negen Sipil dan Non PNS.
O.Surat Peq^^^ Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah

NorPNsT^n^ Negeri Sipil danNon PNS Y^g diterbitkan oleh pengguna anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

ll.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat vans
I memperoleh ^asa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
I kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
p. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang
, diben kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
: mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3.PeIaksana SPD adalah Pejabat Negara,Pegawai Negeri dan Non PNS yang

Melaksanakan Perjalanan Dinas.
j4. Wilayah jabatan adalah wilayah keija dalam menjalankan tugas.
p. Tempat kedudukan adalah tempat/Kota/Kantor/Satuan keija berada.
6. Tempat bertolak adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
y.Datasering adalah penugasan sementara waktu.
8. Pejabat B̂erwenang adalah Pejabat yang diberikan Kewenangan untuk

Memberikan Persetujuan/Perintah untuk Melaksanakan Peijalanan Dinas.



BABn

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peijalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
I berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kineija SKPD;
c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan
pembebanan biaya peijalanan Dinas. .

BAB III

DASAR PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non
PNS yang akan melaksanakan peijalanan dinas harus terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang
berdasarkan penugasan dari atasan dan/atau pejabat yang berwenang atas
dasar:

a. panggilan melaui surat atau kawat surat (faksimile);
b. kegiatan ysing telah dianggarkan oleh satuan keija perangkat Daerah yang

bersangkutan;
c. petunjuk atau perintah dari pejabat yang berwenang untuk kepentingan

Negara/Daerah.
:(2) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat tugas/surat perintah yang
menjadi dasar untuk menerbitkan SPD.

'(3) Peijalanan Dinas yang tidak termasuk pada ayat (1), maka Pdabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Noh PNS wajib
membuat Nota Pertimbangan kepada pejabat yang berwenang.

(4) Bentuk Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tereantum dalam Lampiran IV, V, VI, dan VII, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS DAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Kegiatan Peijalanan Dinas terdiri dari Peijalanan Dinas Dalam Negeri dan
Peijalanan Dinas Luar Negeri;

(2) Peijalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. Peijalanan Dinas keluar provinsi, merupakan Perjalanan Dinas dari tempat

kedudukan ketempat tujuan atau daerah lain untuk selanjutnya ke tempat
yang dituju diluar Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke tempat
kedudukan semula;

b. Peijalanan dinas keluar daerah dalam wilayah provinsi, merupakan
peijalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju didalam
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ketempat kedudukan
semula;



c. Peijalanan dinas dalam daerah, merupakan peijalanan dinas dari tempat
kedudukan Kota/Kantor/Satuan Keija Berada ketempat yang dituju dalam
wilayah Kabupaten Luwu dan kembali ketempat kedudukan semula.

(3) Dalam peijalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), termasuk pula
^ peij^anan yang dilakukan dalam hal:

a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan
diluar tempat kedudukan;

b. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada
diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatan guna kepentingan jabatan; t

c. Untuk mendapat pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan
keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

d.Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan
surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu
melaksanakan tugas dinas;

e. Ditugaskan men^l^ti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan yang
te^in dari pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;

f. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenasah pejabat
Negara/Pegawai Negara/Non PNS lainnya yang meninggal dunia dalam
melakukan peqalanan dinas;

g. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenasah Pejabat Negara
Pimpman d^ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang
meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke Kota tempat
pemakaman; dan ^

h. Melaksanakan tugas khusus secara tetap didalam daerah.

Pasal 5

Peij^^an Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)
dilakukan dalam rangka : ^ ^
1. pendidikan dan pelatihan (traininQk
2. studi banding;
3. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya*
4. promosi potensi Daerah; '
5. keijasama Daerah dengan pihak luarnegeri;
5. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
7. pertemuan intemasional; dan
,8. penandatanganan peijanjian intemasional.

BAB V

ALAT TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1) Jenis alat transportasi yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan
peijalanan dinas terdiri dari :
a. Pesawat Udara;
b. Kapal Laut;
c. Kereta Api;
d. Mobil Dinas/Kendaraan Umum;
e. Sepeda Motor; dan
f. alat angkutan lain sesuai kondisi setempat.

(2) Peng^naan alat transportasi dalam melaksanakan peijalanan Dinas Dalam
Negen bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditetapkan sebagai berikut:
a. Peijalanan dinas keluar daerah dalam wilayah provinsi:

1. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil
Eselon II dan Eselon III menggunakan mobil dinas kecuali ditentukan
lain oleh Pejabat yang berwenang;



2. Pegawai Negeri Sipil Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon dan Non
PNS menggunakan kendaraan umum kecuali ditentukan lain oleh
pejabat yang berwenang.

b. Peijalanan dinas dalam dan luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan
Non PNS menggunakan mobil dinas/kendaraan umum dan, alat angkut
pesawat udara dan/atau kapal laut; dan

c. Peijalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu disesuaikan dengan alat
transportasi yang tersedia dengan pembebanan biaya transportasi
diperhitungkan sesuai dengan tarif angkutan yang berlaku di daerah.

BAB VI '

JANGKA WAKTU

Pasal 7

|(1) Jangka waktu pelaksanaan peijalanan Dinas Luar Negeri paling lama 10
(sepuluh) hari kalender terhitung mulai dari tempat kedudukan sampai
dengan kembali ke tempat kedudukan dan/atau sesuai dengan jadwal
kunjungan keija.

(2) Jangkawaktu pelaksanaan Peijalanan dinas keluarwilayah Provinsi:
a.Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas ditetapkan 5 (Lima) hari atau

berdasarkan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang tertera pada
tiket dan bukti lain yang mendukung kecuali ditentukan lain oleh pejabat
yang berwenang;

b. Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas untuk memenuhi panggilan
mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan dan sejenisnya disesuaikan

. dengan lamanya kegiatan;
c. Jangka waktu pelaksanaan peijgdanan dinas untuk mengikuti pendidikan

formal d̂an penjenjangan disesuaikan dengan paket waktu pendidikan
yang ditetapkan lembaga pendidikan atau penyelenggara;

d. Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas rujukan/pengobatan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan

e. J^gka waktu peijalanan dinas menjemput/mengantar Jenazah
ditetapkan oleh pejabatyang berwenang.

(3) Jangka waktu pelalcsanaan Peijalanan dinas keluar wilayah Provinsi
sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah dengan biaya akomodasi di ^
Makassar selama 2 (dua) hari dengan rincian 1 (satu) hari sebelum ke Luar
Wilayah Provinsi dan 1 (satu) hari setelah tiba di Makassar.

(4) Jangka waktu pelaksanaan Peijalanan Dinas Keluar Daerah dalam wilayah
Provinsi:
1.Jangka wal<tu peijalanan dinas ditetapkan 3 (tiga) hari atau berdasarkan

tanggal keberangkatan dan kepulangan yang tertera pada tiket, kecuali
ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang;

2.Khusus Peijalanan Dinas ke Kota Palopo ditetapkan 1 (satu) hari tanpa
biaya akomodasi, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yangberwenang;

3. Jangka walrtu pelaksanaan peijalanan dinas untuk memenuhi panggilan
mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan dan testing yang disesuaikan
dengan lamanya kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari
sesudah kegiatan;

4. Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas untuk mengikuti pendidikan
formal dan penjenjangan disesuaikan dengan paket waktu pendidikan
yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau penyelenggara;

5. Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas rujukan/pengobatan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan

6. Jangka waktu pelaksanan peijalanan dinas menjemput/mengantar
Jenazah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

(5) Peijalanan Dinas Dalam Daerah :
a. Dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan :

1. Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas ditetapkan 1 (satu) hari
kecuali Kecamatan Eastern, Bastem Utara, Latimojong dan Walenrang
Barat paling lama 2 (dua) hari;



2.Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas mengantar/menjemput
Jenazah ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Bastem, Bastem
Utara, Latimojong dan Walenrang Barat aitetapKan 2 (nua) narij aan

3.Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas untuk tugas-tugas
tertentu lainnya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

b. Dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten :
1. Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas ditetapkan 1 (satu) ban

kecuali Kecamatan Bastem, Bastem Utara, Latimojong dan vValeniang
Barat paling lama 2 (dua) hari;

2.Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas panggilan dari pemerin^
Kabupaten terhadap Pemerintah Kecamatan untuk mengikuti ujian
Dinas, ujian jabatan dan testing disesuaikan dengan lamanya kegiatan;

3. Jangka waktu pelaksanaan pcrjalanan dinas untuk mcngikhti
pendidikan formi dan penjenjangan sesuai dengan paket waktu
kegiatan;

4. Khusus kecamatan Belopa, Belopa Utara dan Kamanre tidak
menggunakan biaya peijalanan dinas;

5. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan/atau sejenisnya
disesuaikan dengan lamanya kegiatan;

6. Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas rujukan/pengobatan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan

7. Jangka waktu perjalanan dinas menjemput/mengantar Jenazah
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

c. Dari Kecamatan ke Desa :

a) Jangka waktu pelaksanaan peijalanan Dinas dari Ibukota kecamatan
kedesa ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Latimojong, Bastem,
Bastem Utara dan Walenrang Barat makaimal 2 (dua) hari yang
jaralcnya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat
kedudukan (Kantor Kecamatan).

b) Jangka Waktu Pelaksanaan Peijalanan Dinas dari kecamatan ke desa
untuk tugas tugas tertentu ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1) Pejabat Negsura, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non
PNS yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas lanjutart-pada
kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dengan rekening anggaran
yang sama maka kepadanya diberikan Surat Tugas Lanjutan dari Pejabat
yang berwenang melalui sarana/media komunikasi internet di Kabupaten
Luwu sedangkan SPD berlaku pada SPD penugasan pertama dan harus
ditandatangani oleh pejabat di daerah penugasan yang dituju.

I (2) Dalam hal peijalansm dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetapi pada kegiatan yang berbeda dengan rekening anggaran yang berbeda,
maka surat tugas dan SPD bagi pejabat yang bersangkutan dikirim melalui
sarana/media komunikasi internet di Kabupaten Luwu dan selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat di daerah penugasan yang dituju.

(3) Dalam hal peijalanan dinas lanjutan yang telah direncanakan sebelumnya
untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sama dengan rekening anggaran
yang sama ataupun pada kegiatan yang tidak sama dengan rekening
anggaran yang berbeda pada lokasi yang berbeda, maka surat tugas dan
SPD bagi Pejabat yang bersangkutan ditetapkan oleh Pejabat yang sama
disesuaikan dengan jadwal kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat
yang bcnvcnang.
Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang
direncanakan sebelumnya pada lokasi yang sama disesuaikan dengan
jadwal kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang.
Jangka. waktu pelaksanaan peijalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang
tidak direncanakan sebelumnya pada lokasi yang sama disesuailoan dengan
jadwal kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang.

(6) Khusus perjalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang direncanakan
ataupun tidak direncanakan sebelumnya pada lokasi yang tidak sama, maka
lama peijalanan dinas lanjutan sama dengan lama peijalanan dinas keluar



[(7) Bentuk surat tugas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

I

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

(1) Biaya Peijalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS digolongkan dalam
tingkatan:
a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD; '
b. Sekertaris Daerah, Wakil Ketua DPRD;
c. Eselon 11 b/Anggota DPRD
d. Eselon III dan Golongan IV;
e. Eselon IV;
f. Golongan III;
g. Golongan 11, Golongan 1dan Non PNS.

(2) Biaya Peijalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dibagi kedalam 3 (tiga) golongan
yaitu :
a. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekertaris

Daerah (Gol. B)
b. Eselon II b, Anggota DPRD, (Gol. C)
c. Eselon Ill/Golongan IV, Eselon IV, PNS Golongan 111 (Gol. D)

(3) Pegawai Negeri Sipil Golongan 1 dan 11 serta Pegawai Tidak Tetap hanya
diperkenakan melakukan peijalanan dinas dalam hal mendesak/khusus
seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan atau
ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1) Biaya peijalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :
a. uang harian;
b. biaya akomodasi, uang reprsentasi; dan
0. biaya transportasi.

(2) Khusus Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
diberikan tambahan biaya peijalanan dinas dalam negeri berupa biaya
representasi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 huruf A Peraturan
Bupati ini.

(3) Biaya peijalanan dinas luar negeri terdiri dari ;
a. uang harian, meliputi uang saku, uang makan, uang transport lokal dan

uang penginapan;
b. biaya transportasi/pesawat udara.

(4) Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana
Peijalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar
30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat kota tujuan sesuai dengan

,tingkatan pelaksana Peijalanan Dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
(5) Biaya Peijalanan Dinas Berupa Uang Harian dibayarkan secara lumpsum.
(6) Biaya Peijalanan Dinas berupa bahan bakar minyak dibayarkan

berdasarkan pengeluaran riil (at cost) Sesuai dengan Print out atau Nota
yang dikeluarkan oleh SPBU.

(7) Peijalanan Dinas yang mewajibkan Peserta untuk menyetor biaya
konstribusi kepada Panitia Pelaksana, hanya dapat dibayarkan uang harian
maksimal 70 %/hari sesuai yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.



(2)

(3)

Pasal 11

) Satuan Biaya Transportasi untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar
Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:
a. satuan biaya transportasi untuk Peijalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar

Negeri disesuaikan dengan tarif Pesawat Udara dengan kategori sebagai
berikut:

1. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekertaris Daerah dan Wakil
Ketua DPRD menggunalcan pesawat dengan standar tarif Kelas
Eksekutif/Bisnis;

2. Pejabat Eselon lib, Anggota DPRD Pejabat Eselon III, Pejabat Esselon
IV, Golongan IV /Golongan III dan Stafmenggunakan pesawat dengan
standar tarif Ekonomi.

b. satuan biaya transportasi (tiket Pesawat) dibayarkan berdasarkan
pengeluaran nil (at cost)-,

c. satuan biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam wilayah
Kabupaten Luwu dan Peijalanan Dinas Keluar/Daerah dalam Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) jika
menggunakan kendaraan dinas dan dihitung berdasarkan tempat tujuan
peijalanan dinas dan jenis kendaraan yang bersangkutan dikalikan
dengan harga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibayarkan
berdasarkan pengeluaran riil (at cost).

d. satuan biaya transportasi untuk peijalanan dinas dalam daerah dan
peijalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf c, jika menggunakan
kendaraan umum, dihitung berdasarkan tarif angkutein umum yang
berlaku;

e. satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d
diperuntukan pada :
1. peijalanan dari tempat kedudukan/terminal bus/itasiun/bandara

/pelabuhan keberangkatan sampai tujuan pergi-pulang;
2. pajak dan retribusi yang dipungut di terminal

bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Satu^ biaya transportasi/pesawat udara untuk peijalanan dinas luar
negeri ditetapkan sebagai berikut:
a. Tarif Bisnis untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekertaris Daerah

dan Wakil Ketua DPRD;
b. Tarif Ekonomi untuk Eselon lib, Anggota DPRD , Esselon III, PNS

Golongan IV, Eselon IV, dan Staf.
Untuk peijalanan dinas yang melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak
termasuk waktu transit), maka Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud ayat (2 )dapat menggunakan tarif bisnis.

Pasal 12

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non
PNS, dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau
lebih) untuk peijalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 13

(1) Pejabat yang berwenang memberi perintah peijalanan dinas agar
memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan melaksanakan
peijalanan dinas dalam anggaran SKPD masing-masing.

(2) Biaya peijalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Kantor/Satuan
keija yang mengeluarkan SPD bersangkutan;

(3) Biaya peijalanan dinas dibayarkan maksimal 80% (delapan puluh persen)
dan sisanya dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.



(4) Apabila terdapat kelebihan pembayaran biaya peijalanan dinas, maka
pejabat/pegawai yang melakukan peijalanan dinas wajib mengembalikan
kelebihan tersebut kepada bendahara pengeluaran;.

(5) Apabila terdapat kelmrangan pembayaran peijalanan dinas, bendahara
pengeluaran wajib membayar kekurangan tersebut kepada yang
melaksanakan peijalanan dinas.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 14 t

(1) Untuk dapat melakukan peijalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS,terlebih dahulu hams

tugas/perintah dan SPD dari pejabat yang berwenang.
(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk peijalanan

dinas, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dEin Non PNS
png biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang
bersangkutan.

(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD memperhatikan tingkat
golongan peijalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk
melakukan peijalanan yang bersangkutan sesuai kepentingan serta tujuan
peijalanan dinas tersebut.

(4) Untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan perjalanan dinas
Pertanggungjawabannya, maka seluruh proses penerbitan

SPD dilaksanakan secara terpusat pada masing-masing SKPD.

Pasal 15
(1) SPD mempakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

peijalanan dinas.
(2) Dalam SPD tidak boleh ada kata/kalimat yang dihapus/ditip-ex atau cacat,

p^bah^ kata/kalimat dilakukan dengan garis datar 2 (dua) kali dan
dibubuhi parafdari Pejabat yang berwenang.

(3) Dalam SPD sebagaimana dimaksud ayat (2) hams jelas dicatat:
a. tanggal berangkat dan tempat kedudukan dan ditandatangani oleh

Pejabat yang berwenang/Pejabat lainyang ditunjuk;
b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan, tanda tangan dan nama

Pejabat yang menandatangani SPD lengkap dengan stempel,
ditandatangani oleh Pihak/Pejabat di tempat; dan.

c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan tanda tengan Pejabat
yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk lengkap dengan
cap/stempel.

(4) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah peijalanan dinas berakhir,
SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah

I ditandatangam oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk,
hams diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang membayar
biaya peijalanan dinas yang bersangkutan disertai tiket Pesawat
Udara/Kapal Laut.

Pasal 16

(1) Pejabat yang berwenang, wajib membatasi pelaksanaan peijalsuian dinas
untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta
mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang
dan lamanya peijalanan dinas

(2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat atau Pegawai yang melakukan
peijalanan dinas, bertanggung jawab sepenuhnya atas kemgian yang
diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau
kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan peijalanan dinas
dim^sud;

(3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dikenakan sanksi berupa ;



a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan

D. SanKsi administratii serta tindakan iainnya menurut ketentuan yang
berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat yang benvenang, bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanastn
Peraturan Bupati ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing. '

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

10
1 C4.0t4.4 X «/

' Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu
•Nomor 2 Tahun 2014 teritang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 26
Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup Pemerintah
Kaoupaten Luwu, dieabuL dan dinyatakan Lidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan ai tieiopa
pada tanggal

SBKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

itetapkan di Belopa
padaitanggal 2®.14
BUPATI LT

ZAKKAR

SYAIFUL ALAM
I

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR
58
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FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

(KOP SURAT)

owrvni riiiivortJLirtiNnii

(SPD)

Nomor

jabat benvenaiig yang memberi
Hntah
feawai yang diperintahkan
Nama b.NIP

^angkat dan Colongan Ruang Gaji
Menurut
^uang gaji menurut PP No. 6Tahun
1.997.
Jabatan / Instansi
nngkat Biaya Pcijalanan Dinas

- ilAnglcutan yang diperiukan

Tempat Berangkat
Tempat Tuiuan
Umanya Peijalanan Dinas
Tanggsd Berangkat
Tanggal harus Kenibali/Tiba di
npat Baru*)

Nama

mbebasan Anggaran
Instansi
^ata Anggaran

terangan Lain - lain

Sekretans Daerah Kabupaten Luwu

a.

b.

b.

c.

a.

b.

a.

b.

c.

Pangkat/Gol Keterangan

a. SEKRETARTAT DAERAH KABUPATEN
LUWU

b.

Dikeluarkan di ;
Tanggal:

PA/KPA/PPK

Pangkat
NIP.

BUPA
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( KOP SURAT)

SURAT TTraAfi
Nomor :

MB NU GA SKA jv

: 1. Nama
f angkat / Gol
Nip
Jabatan

2. Nama

Pangkat/ Gol
Nip
Jabatan

iPeijalanan Dinas
jBerangkat

Uioaii

jiakan sebagaimana meSiny^.^" kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

(PEJABAT BERWENANG)
( NAMA JELASl

BUPATI LUWU,

A. KAR



RAN VI PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 58 TA5UW 2«u

( KOP SURAT)

TANGGAL : 1 Daa^rtar 2914

SURAT TUGAS LANJTTTATST
Nomor :

MBNUGASKAN

ut

1. Nama

Pangkat / Gol
Nip
Jabatan

2. Nama

Pangkat/ Gol
Nip
Jabatan

ra Peij'alanan
Berangkat
Kembali

bersangUutan untuk dibetahui dan

Dikeluarkan di

Pada Tanggal:

( PEJABAT BERWENANG)
( NAMA JELAS)

BUPAT :i LUWIL

A.MUDZAKKAR



VII PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 58 TAIUIT 29u

(KOP SURAT)

TANGGAL : 1 DoBo«'h«r 2014

SURAT
Nomor :

perintah

ertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP

Pangkat / Gol. Ruang
Jabatan

MBMBRINTA TtK a k

Nama

Pangkat / Gol
Nip
Jabatan

•>t :

ya Peijalanan Dinas
1Berangkat
K̂embali

iaksanakan sebagimana'̂ meSnya.^" kepada yang bersangkutan untuk diketahui
I

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal ;

( PEJABAT BERWENANG)
( NAMA JELAS)

BUFA



r '
i.

1
IRAN VIII ; PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 58 xASUlT 2®i4 TANGGAL i-i* 2114

r
(KOP SURAT)

RINCIAN PERHITUNGAN SPPD

bAL ; !

i
PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
f

[
i

!

JUMLAH

1 M»g:

libayar Sejumlah

Beiopa,

iHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPTK

Nip

1

Yang Menerima

Tanda Tangan
L

Nama

Rp.

Jumlah diterima

1.

BUPATI L

A. MHIDZAKKAR


